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Keywords: Land disputes within indigenous law communities remain a complex
Customary Law, and evolving issue in Indonesia. Although customary law is
Land Disputes, recognized within the national legal framework, its implementation
Conflict Resolution, continues to face various challenges, including limited formal
National Litigation, recognition and overlapping agrarian regulations. This study aims
Legal Recognition to analyze the effectiveness of customary law in resolving land

disputes, compare it with national litigation mechanisms, and
identify factors influencing its application. Employing both
empirical and normative legal approaches, this research utilizes in-
depth interviews, observations, and legal document analysis. The
study sample includes customary leaders, agrarian officials, law
enforcement officers, and disputing community members. Findings
indicate that 75% of the 100 land dispute cases examined were
successfully resolved through customary mechanisms, whereas only
30% of cases reached resolution through national litigation.
Additionally, the average time required for dispute resolution under
customary law was approximately four months, significantly shorter
than the three to five years typically needed for litigation. Key factors
supporting the effectiveness of customary law include the flexibility
of deliberative mechanisms, high community compliance, and a
restorative justice approach. However, the implementation of
customary law still faces challenges regarding legal legitimacy,
external interventions, and the lack of regulatory support to
accommodate indigenous dispute resolution mechanisms. Therefore,
more inclusive policies are needed to integrate customary law into
the national legal system, creating a more effective and equitable
dispute resolution framework.
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l. INTRODUCTION

Sengketa tanah di kalangan masyarakat adat merupakan isu global yang terus menjadi perhatian karena
berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam. Organisasi Pangan dan
Pertanian (FAO) mencatat bahwa lebih dari 2,5 miliar orang di dunia bergantung pada tanah adat sebagai
sumber kehidupan mereka, tetapi sering kali hak mereka tidak diakui secara hukum. Di berbagai negara,
konflik antara masyarakat adat dan pihak eksternal seperti pemerintah atau perusahaan sering terjadi
akibat kebijakan yang tidak sepenuhnya menghormati hak ulayat. Misalnya, di Brasil, suku Amazon

sering mengalami perampasan tanah oleh perusahaan perkebunan dan pertambangan, meskipun mereka
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telah memperoleh pengakuan hukum. Di Indonesia, konflik serupa juga terjadi, terutama karena
tumpang-tindih kebijakan agraria dengan hukum adat. Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)
mencatat bahwa pada tahun 2023 terdapat 230 kasus sengketa tanah adat yang melibatkan perusahaan,
pemerintah, dan masyarakat adat di berbagai wilayah seperti Papua, Kalimantan, dan Sumatera.
Perbedaan antara sistem hukum nasional dan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis hukum adat
menjadi salah satu penyebab utama konflik yang berkepanjangan, sehingga diperlukan kajian mendalam
mengenai implementasi hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah di wilayah masyarakat hukum
adat di Indonesia.

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah kurangnya pengakuan formal terhadap hukum adat
dalam penyelesaian sengketa tanah, yang sering kali menyebabkan masyarakat adat kehilangan hak atas
tanah mereka. Studi oleh (Artina et al., 2024) menunjukkan bahwa meskipun hukum adat diakui dalam
Pasal 18B UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, implementasinya di
lapangan masih lemah. Data dari KPA menunjukkan bahwa lebih dari 60% kasus sengketa tanah adat
di Indonesia berakhir dengan penggusuran masyarakat adat tanpa kompensasi yang adil. Selain itu,
penelitian oleh (Tesfaye et al., 2023) menemukan bahwa banyak masyarakat adat menghadapi kendala
dalam membuktikan hak kepemilikan tanah mereka karena tidak adanya sertifikat formal, yang
bertentangan dengan sistem agraria nasional. Dampak dari lemahnya pengakuan hukum adat ini tidak
hanya berujung pada konflik sosial tetapi juga berkontribusi pada meningkatnya jumlah masyarakat adat
yang kehilangan tanah dan sumber mata pencaharian mereka. Selain itu, menurut laporan World Bank
(2022), negara-negara yang tidak mengakui mekanisme penyelesaian sengketa berbasis hukum adat
cenderung mengalami lebih banyak konflik tanah, yang menghambat investasi dan pembangunan

berkelanjutan.

Beberapa penelitian terkait penyelesaian sengketa tanah dalam masyarakat adat menunjukkan bahwa
hukum adat masih memainkan peran penting dalam menyelesaikan konflik pertanahan. Studi oleh
(Dahwal & Fernando, 2024) menemukan bahwa mekanisme penyelesaian berbasis musyawarah adat
lebih efektif dalam menjaga harmoni sosial dibandingkan proses litigasi formal. Sementara itu,
penelitian oleh (McDonald & Figueiredo, 2022) menyoroti bahwa banyak masyarakat adat lebih
mempercayai mekanisme adat dibandingkan hukum nasional dalam menyelesaikan sengketa tanah,
meskipun keputusannya sering kali tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. (Pratiwi et al., 2024)
membahas bagaimana proses penyelesaian sengketa berbasis hukum adat cenderung lebih cepat
dibandingkan litigasi di pengadilan nasional, tetapi tetap menghadapi tantangan dalam hal pengakuan
legal. (Kumar & Heidemann, 2022) meneliti berbagai bentuk peraturan hukum adat di beberapa negara
dan menemukan bahwa negara dengan sistem hukum hybrid lebih berhasil dalam mengakomodasi peran
hukum adat dalam sistem hukum nasional. Studi oleh (McCarthy et al., 2022) membandingkan regulasi
tanah adat di beberapa negara Asia Tenggara dan menemukan bahwa Indonesia memiliki salah satu

sistem hukum yang masih lemah dalam mengakomodasi hak ulayat masyarakat adat.
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Penelitian lain lebih lanjut menyoroti efektivitas hukum adat dalam penyelesaian konflik tanah
dibandingkan dengan mekanisme hukum nasional. (Petrova, 2022) menemukan bahwa masyarakat yang
memiliki lembaga adat yang kuat cenderung memiliki tingkat konflik yang lebih rendah dibandingkan
dengan masyarakat yang mengandalkan sistem peradilan nasional. (De Maria et al., 2023) menekankan
bahwa negara-negara yang mengakui hukum adat dalam peraturan nasionalnya mengalami lebih sedikit
konflik tanah dibandingkan dengan negara yang tidak memiliki regulasi yang mengakomodasi hak-hak
adat. Studi oleh (Ibrahim et al., 2022) menunjukkan bahwa negara dengan kebijakan mediasi yang
melibatkan tokoh adat dalam penyelesaian konflik pertanahan lebih efektif dalam mencapai keputusan
yang diterima oleh semua pihak. Selain itu, penelitian oleh (Dieterle, 2022) menyoroti bahwa
implementasi hukum adat sering kali mengalami kendala dalam sistem hukum nasional karena
kurangnya dokumentasi tertulis mengenai norma dan mekanisme hukum adat. (Ramadhanty et al., 2023)
membahas bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah adat di beberapa wilayah Indonesia sering
kali mengalami tekanan dari pihak eksternal, seperti pemerintah dan perusahaan, yang tidak selalu
menghormati keputusan adat.

Beberapa penelitian juga telah mengeksplorasi perbedaan antara mekanisme hukum adat dan sistem
hukum nasional dalam konteks penyelesaian sengketa tanah. Studi oleh (Chang Hoon et al., 2023)
mengungkap bahwa sistem litigasi sering kali tidak mempertimbangkan aspek sosial dan budaya yang
mendasari sengketa tanah di masyarakat adat. Sementara itu, penelitian oleh (Tan & Hassen, 2023)
menunjukkan bahwa banyak kasus sengketa tanah yang dibawa ke pengadilan nasional mengalami
proses yang panjang dan biaya yang tinggi, sehingga masyarakat adat cenderung lebih memilih
mekanisme adat. (Edeh et al., 2022) menyoroti bahwa kurangnya integrasi hukum adat dalam sistem
hukum nasional menghambat penyelesaian sengketa tanah secara efektif. Studi oleh (Tseer et al., 2023)
menemukan bahwa hukum adat memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam mencapai penyelesaian
yang memuaskan kedua belah pihak dibandingkan dengan putusan pengadilan formal. Selain itu,
penelitian oleh (Rahmasari et al., 2023) menunjukkan bahwa masih terdapat banyak perbedaan dalam
penerapan hukum adat antar wilayah di Indonesia, yang menyebabkan kesulitan dalam mengadopsi

kebijakan hukum adat secara nasional.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas efektivitas hukum adat dalam penyelesaian sengketa
tanah, masih terdapat kesenjangan dalam kajian mengenai bagaimana hukum adat dapat diintegrasikan
secara lebih luas dalam sistem hukum nasional. Studi oleh (Geyer, 2023) menunjukkan bahwa hukum
adat memiliki efektivitas yang tinggi dalam penyelesaian sengketa tanah, tetapi penelitian ini belum
membahas bagaimana mekanisme adat dapat mendapatkan pengakuan formal dalam hukum nasional.
(Gomez-Betancur et al., 2022) menyoroti bahwa mayoritas masyarakat adat lebih mempercayai hukum
adat dibandingkan hukum nasional, tetapi belum ada kajian mengenai bagaimana sistem hukum nasional
dapat beradaptasi untuk mengakomodasi perspektif masyarakat adat. Selain itu, studi oleh (Wardhani et

al., 2022) membahas bahwa integrasi hukum adat dalam sistem hukum nasional dapat membantu
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mengurangi konflik tanah, tetapi tidak ada penelitian yang secara khusus menyoroti bagaimana
kebijakan ini dapat diterapkan di Indonesia. (Kurniawan et al., 2024) meneliti pendekatan hukum adat
di beberapa negara, tetapi tidak membahas bagaimana model yang diterapkan di negara lain dapat
disesuaikan dengan konteks Indonesia. Penelitian oleh (Bakker, 2023) menunjukkan bahwa Indonesia
masih tertinggal dibandingkan negara-negara tetangganya dalam hal pengakuan hukum adat dalam
penyelesaian sengketa tanah, tetapi belum membahas bagaimana regulasi yang ada dapat diperbaiki

untuk mengatasi kelemahan ini.

Selain itu, masih terdapat keterbatasan dalam penelitian yang membahas bagaimana hukum adat dapat
diakui secara formal dalam sistem hukum nasional tanpa menghilangkan fleksibilitas yang menjadi
keunggulannya. (Kurnia et al., 2022) membahas bahwa negara dengan pengakuan hukum adat yang
lebih kuat cenderung mengalami lebih sedikit konflik tanah, tetapi tidak ada penelitian yang menyoroti
bagaimana pengakuan ini dapat diterapkan di Indonesia tanpa bertentangan dengan regulasi nasional.
(Siregar et al., 2022) menunjukkan bahwa mediasi berbasis hukum adat lebih cepat dibandingkan proses
pengadilan, tetapi belum ada kajian mendalam mengenai bagaimana peran lembaga adat dapat diperkuat
dalam proses hukum formal. Studi oleh (Temaluru & Lay, 2023) menemukan bahwa kurangnya
dokumentasi hukum adat menjadi salah satu hambatan utama dalam pengakuan formalnya, tetapi belum
ada penelitian yang membahas bagaimana dokumentasi ini dapat dilakukan secara sistematis tanpa
mengurangi esensi hukum adat. (Van Leeuwen et al., 2022) menyoroti bahwa intervensi pihak luar
sering kali melemahkan keputusan adat dalam penyelesaian sengketa tanah, tetapi belum ada solusi
konkret yang diusulkan untuk mengatasi masalah ini di Indonesia. Studi oleh (Ramadhani, 2024)
menunjukkan bahwa setiap wilayah memiliki pendekatan hukum adat yang berbeda, sehingga sulit
untuk mengadopsi kebijakan hukum adat secara nasional tanpa mempertimbangkan perbedaan regional.
Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum adat dalam
penyelesaian sengketa tanah di masyarakat hukum adat, membandingkan efektivitas penyelesaian
sengketa tanah antara mekanisme adat dan hukum agraria nasional, serta memberikan rekomendasi

kebijakan untuk memperkuat pengakuan hukum adat dalam sistem hukum nasional.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum adat dalam penyelesaian sengketa
tanah di wilayah masyarakat hukum adat, membandingkan efektivitas mekanisme adat dengan hukum
agraria nasional, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat pengakuan hukum adat
dalam sistem hukum nasional. Selain itu, penelitian ini akan mengkaji sejaun mana mekanisme hukum
adat masih diterapkan dalam praktik penyelesaian sengketa tanah dan bagaimana adaptasi terhadap
perubahan sosial serta kebijakan nasional memengaruhi efektivitasnya. Fokus utama penelitian ini
mencakup identifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat penerapan hukum adat
dalam konteks agraria, terutama dalam menghadapi tekanan modernisasi dan ekspansi kepentingan
ekonomi. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana model penyelesaian sengketa berbasis

hukum adat dapat diharmonisasikan dengan regulasi nasional tanpa menghilangkan esensi dan nilai
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budaya masyarakat adat. Hipotesis utama yang diajukan adalah bahwa penguatan pengakuan hukum
adat dalam sistem hukum nasional dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa tanah serta
mengurangi konflik pertanahan antara masyarakat adat dan pihak eksternal. Dengan mempertimbangkan
dinamika hubungan antara hukum adat dan hukum nasional, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
wawasan mendalam mengenai peran hukum adat dalam membangun sistem penyelesaian sengketa yang

lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat adat.

I. METHODOLOGY

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dan normatif untuk menganalisis implementasi hukum
adat dalam penyelesaian sengketa tanah di masyarakat hukum adat. Pendekatan empiris dilakukan
dengan menggali informasi dari pemangku adat dan pihak terkait melalui wawancara serta observasi
langsung terhadap proses penyelesaian sengketa tanah adat. Melalui metode ini, penelitian dapat
mengidentifikasi pola penyelesaian sengketa yang diterapkan serta memahami dinamika sosial yang
memengaruhi keputusan dalam komunitas adat. Sementara itu, pendekatan normatif digunakan untuk
menelaah regulasi yang berkaitan dengan hukum adat dan hukum agraria nasional, seperti Undang-
Undang Pokok Agraria (UUPA), Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN), serta putusan
Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan tanah adat. Kajian normatif ini memungkinkan penelitian
untuk mengevaluasi sejauh mana regulasi nasional mengakomodasi kearifan lokal dalam penyelesaian
sengketa tanah adat. Dengan demikian, kombinasi kedua pendekatan ini diharapkan dapat memberikan
gambaran yang komprehensif mengenai interaksi antara hukum negara dan hukum adat dalam praktik

penyelesaian sengketa tanah di Indonesia.
B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini mencakup masyarakat adat, pemangku adat, pejabat agraria, serta aparat
penegak hukum yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tanah adat. Sampel penelitian dipilih
menggunakan metode purposive sampling untuk memastikan bahwa responden yang terlibat memiliki
relevansi langsung dengan permasalahan yang dikaji. Kriteria pemilihan sampel meliputi pemimpin adat
dan kepala suku yang berperan dalam penyelesaian sengketa tanah adat, pejabat agraria seperti pejabat
ATR/BPN yang bertanggung jawab dalam administrasi pertanahan, serta aparat penegak hukum yang
menangani kasus konflik tanah antara masyarakat adat dan pihak luar. Selain itu, masyarakat yang secara
langsung terlibat dalam sengketa, baik sebagai korban maupun pihak yang bersengketa, juga menjadi
bagian dari sampel penelitian. Tabel 1 menyajikan kategori responden yang digunakan dalam penelitian
ini untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai komposisi sampel yang dipilih. Informasi
dalam tabel tersebut membantu dalam memahami keterwakilan berbagai pihak yang berperan dalam
penyelesaian sengketa tanah adat serta relevansi masing-masing kategori terhadap permasalahan yang
diteliti.
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Tabel 1. Kategori Responden Penelitian

Kategori Responden Jumlah Keterangan

Pemimpin adat 5 Berper_an dalam penyelesaian sengketa tanah melalui
mekanisme adat

Pejabat ATR/BPN 5 g};tﬁnggunQ jawab dalam regulasi dan administrasi

Aparat penegak hukum 5 Menangam kasus sengketa tanah yang berlanjut ke
pengadilan
Mengalami konflik tanah dan menjalani penyelesaian

Masyarakat yang bersengketa 5 hukum adat

C. Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan kombinasi data primer dan sekunder guna memperoleh pemahaman yang
lebih mendalam tentang penyelesaian sengketa tanah adat. Data primer dikumpulkan melalui
wawancara mendalam dengan pemangku adat, pejabat agraria, dan aparat penegak hukum untuk
memahami mekanisme penyelesaian sengketa tanah yang diterapkan dalam berbagai kasus. Selain itu,
wawancara ini juga bertujuan untuk menggali perspektif masing-masing pihak mengenai efektivitas
hukum adat dalam menyelesaikan konflik pertanahan. Observasi langsung terhadap beberapa kasus
sengketa tanah adat dilakukan guna memperoleh pemahaman empiris mengenai bagaimana proses
penyelesaian berlangsung dalam praktiknya. Melalui metode ini, penelitian dapat mengidentifikasi pola-
pola penyelesaian sengketa yang umum digunakan serta kendala yang dihadapi dalam penerapannya.
Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi kemudian dianalisis untuk mengungkap hubungan

antara hukum adat dan regulasi nasional dalam menangani sengketa tanah adat.

Data sekunder diperoleh melalui analisis berbagai dokumen hukum yang berhubungan dengan hukum
adat dan agraria di Indonesia. Beberapa regulasi utama yang dianalisis meliputi UUPA, Peraturan
Menteri ATR/BPN, serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa
hutan adat bukan bagian dari hutan negara. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji berbagai studi
akademik yang membahas permasalahan hukum terkait sengketa tanah adat serta laporan dari NGO dan
organisasi masyarakat adat yang telah mendokumentasikan berbagai kasus sengketa tanah di Indonesia.
Analisis terhadap sumber-sumber ini membantu dalam memahami bagaimana hukum adat diterapkan
dalam penyelesaian sengketa serta sejauh mana regulasi nasional mengakomodasi praktik hukum adat.
Data sekunder ini juga berguna untuk membandingkan berbagai kasus sengketa tanah yang terjadi di
berbagai daerah guna mengidentifikasi pola umum serta perbedaan dalam penerapan hukum adat. Tabel
2 menyajikan beberapa studi kasus sengketa tanah adat di Indonesia yang dianalisis dalam penelitian
ini, memberikan gambaran lebih jelas mengenai variasi kasus yang terjadi di berbagai wilayah. Analisis
terhadap studi kasus ini memungkinkan penelitian untuk menilai efektivitas mekanisme adat
dibandingkan dengan hukum nasional dalam penyelesaian sengketa tanah.
Tabel 2. Studi Kasus Sengketa Tanah Adat di Indonesia

Tahun Wilayah Mekanisme Penyelesaian Hasil
2019 Kalimantan | Musyawarah adat Diselesaikan secara damai
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2020 Sumatera | Pengadilan agraria Sengketa berlanjut ke MA

2021 Papua Kombinasi adat & hukum nasional | Kompensasi tanah diberikan

2022 Sulawesi Musyawarah adat Pelaku diberikan denda adat

2023 Aceh Mediasi pemerintah daerah Sebagian tanah dikembalikan ke masyarakat

D. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi berbagai alat pengumpulan data yang dirancang
untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai penyelesaian sengketa tanah adat. Pedoman
wawancara digunakan sebagai panduan dalam menggali informasi dari pemangku adat, pejabat agraria,
dan aparat penegak hukum, dengan fokus pada aspek regulasi, efektivitas mekanisme adat, serta
tantangan yang dihadapi dalam implementasi hukum adat. Selain itu, pedoman ini dirancang untuk
memastikan bahwa setiap wawancara menghasilkan data yang sistematis dan dapat dibandingkan antara
responden. Checklist observasi digunakan untuk mencatat secara rinci proses penyelesaian sengketa
tanah di tingkat adat maupun dalam peradilan formal, termasuk tahapan mediasi, mekanisme
pengambilan keputusan, serta keterlibatan pihak-pihak yang bersengketa. Instrumen ini memungkinkan
penelitian untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan dalam praktik penyelesaian sengketa tanah
adat di berbagai komunitas. Dokumen hukum dan regulasi juga dikaji guna membandingkan dasar
hukum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa tanah adat dengan sistem hukum nasional,
sehingga dapat dianalisis sejauh mana hukum adat diakui dan diakomodasi dalam sistem hukum agraria
di Indonesia. Melalui penggunaan berbagai instrumen ini, penelitian dapat memperoleh data yang lebih

akurat dan mendalam terkait praktik penyelesaian sengketa tanah adat dalam berbagai konteks hukum.
E. Prosedur Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif untuk
memahami pola penyelesaian sengketa tanah adat berdasarkan perspektif hukum adat dan hukum
nasional. Analisis ini dilakukan dengan menelaah berbagai kasus yang telah terdokumentasi serta
membandingkan praktik penyelesaian sengketa di berbagai komunitas adat. Selain itu, analisis hukum
normatif digunakan untuk menelaah sejauh mana hukum adat diakui dalam regulasi pertanahan di
Indonesia, termasuk dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan
dengan hak-hak masyarakat adat atas tanah. Proses ini melibatkan kajian terhadap UUPA, Peraturan
Menteri ATR/BPN, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang mempengaruhi kedudukan hukum adat
dalam sistem agraria nasional. Selain kajian normatif, penelitian ini juga menerapkan pendekatan
perbandingan hukum dengan membandingkan efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa tanah adat
dengan litigasi dalam sistem hukum nasional. Perbandingan ini bertujuan untuk mengidentifikasi
keunggulan dan keterbatasan masing-masing mekanisme serta memahami faktor-faktor yang
mempengaruhi preferensi masyarakat adat dalam memilih metode penyelesaian sengketa. Tabel 3

menyajikan perbandingan antara mekanisme penyelesaian sengketa tanah adat dan sistem litigasi dalam
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hukum nasional, memberikan gambaran lebih jelas mengenai keefektifan masing-masing metode dalam

menangani konflik pertanahan.

Tabel 3. Perbandingan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah

Aspek Hukum Adat Hukum Nasional
Proses penyelesaian | Musyawarah adat Litigasi di pengadilan
Pihak yang terlibat Pemangku adat, pihak bersengketa | Pengadilan, pengacara, saksi
Durasi penyelesaian | Cepat (1-6 bulan) Lama (bertahun-tahun)
Keputusan Berdasarkan kesepakatan adat Berdasarkan hukum positif
Sanksi Kompensasi, denda adat Sanksi hukum, denda finansial

F. Langkah-Langkah Pelaksanaan

Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan yang dirancang secara sistematis untuk memastikan
kelengkapan dan validitas data yang diperoleh. Tahap pertama adalah persiapan penelitian, yang
mencakup penyusunan proposal sebagai dasar konseptual penelitian serta pengurusan perizinan yang
diperlukan untuk mengakses responden dan dokumen terkait. Setelah tahap persiapan selesai, penelitian
berlanjut ke proses pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pemangku
adat, pejabat agraria, dan aparat penegak hukum, serta observasi langsung terhadap kasus-kasus
sengketa tanah adat yang sedang atau telah diselesaikan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji berbagai
dokumen hukum untuk memahami landasan normatif penyelesaian sengketa tanah dalam hukum adat
dan sistem hukum nasional. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan
pendekatan deskriptif kualitatif dan perbandingan hukum untuk mengidentifikasi pola-pola
penyelesaian sengketa serta menilai sejauh mana hukum adat diakui dalam sistem agraria nasional.
Tahap terakhir adalah penyusunan laporan akhir yang berisi pemaparan temuan penelitian, pembahasan
hasil analisis, serta implikasi dari temuan tersebut terhadap kebijakan dan praktik penyelesaian sengketa

tanah adat di Indonesia.
G. Pertimbangan Etis

Penelitian ini mempertimbangkan aspek etis yang bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan para
responden serta memastikan integritas penelitian. Salah satu prinsip utama yang diterapkan adalah
persetujuan informasi (informed consent), di mana pemangku adat dan pihak terkait diberikan
penjelasan rinci mengenai tujuan, metode, serta penggunaan data sebelum mereka menyetujui untuk
berpartisipasi dalam wawancara. Selain itu, penelitian ini menjunjung tinggi prinsip kerahasiaan data
dengan menyamarkan identitas responden guna menjaga privasi mereka dan menghindari potensi
dampak negatif akibat keterlibatan dalam penelitian. Langkah-langkah perlindungan ini diterapkan
secara ketat, terutama dalam menangani informasi sensitif yang berkaitan dengan konflik tanah adat
yang dapat mempengaruhi hubungan sosial atau keamanan responden. Selain menjaga kerahasiaan,
penelitian ini juga berkomitmen untuk mematuhi kode etik penelitian yang berlaku, termasuk

transparansi dalam pengumpulan, analisis, dan pelaporan data. Dengan menerapkan prinsip-prinsip etis

100(1 HAKIM — Jurnal llmu Hukum dan Sosial, Vol. 3 No. 1 Februari 2025



Implementation of Customary Law in Land Dispute Resolution in Indigenous Law Communities

ini, penelitian dapat dilakukan secara bertanggung jawab, menghasilkan temuan yang dapat
dipertanggungjawabkan secara akademik, serta tetap menghormati hak dan kepentingan komunitas adat

yang menjadi subjek penelitian.

I1l. RESULT AND DUSCUSSION
Result

A. Penyajian Data Hasil Penelitian

Penelitian ini menganalisis efektivitas mekanisme hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah di
masyarakat hukum adat dan membandingkannya dengan litigasi nasional. Data yang digunakan
diperoleh dari studi kasus di berbagai wilayah di Indonesia yang mengalami sengketa tanah adat. Kajian
ini menyoroti bagaimana hukum adat berfungsi dalam menyelesaikan konflik secara internal serta sejauh
mana mekanisme tersebut diakui dalam sistem hukum nasional. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi
faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyelesaian sengketa melalui hukum adat, termasuk
aspek sosial, budaya, dan ekonomi yang melatarbelakanginya. Dengan menganalisis berbagai kasus,
penelitian ini juga mengidentifikasi keunggulan dan keterbatasan hukum adat dalam memberikan
kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Analisis terhadap kasus-kasus tersebut menunjukkan
bahwa keberhasilan hukum adat dalam menyelesaikan sengketa sangat bergantung pada tingkat

penerimaan masyarakat serta dukungan dari institusi formal yang berwenang.

Gambar 1 menyajikan peta wilayah konflik tanah adat di Indonesia berdasarkan laporan dan studi kasus
dari tahun 2018 hingga 2023. Peta ini menggambarkan sebaran geografis sengketa tanah adat yang
melibatkan berbagai komunitas di seluruh wilayah Indonesia. Data yang disajikan mencerminkan
tingkat intensitas konflik di setiap daerah, yang bervariasi tergantung pada faktor-faktor sosial, ekonomi,
dan kebijakan yang berlaku. Selain itu, peta ini juga menunjukkan tren peningkatan atau penurunan
jumlah kasus dari tahun ke tahun, memberikan gambaran mengenai dinamika perubahan konflik yang
terjadi. Informasi dalam gambar ini dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk laporan organisasi
masyarakat sipil, penelitian akademik, serta data pemerintah yang berkaitan dengan permasalahan
agraria. Dengan demikian, peta ini berfungsi sebagai alat analisis visual untuk memahami pola

penyebaran sengketa tanah adat di berbagai daerah.
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Gambar 1. Peta Wilayah Konflik Tanah Adat di Indonesia

Peta ini menunjukkan bahwa sengketa tanah adat terjadi di berbagai daerah, dengan intensitas tertinggi
di Sumatera, Kalimantan, Papua, Sulawesi, Jawa, Maluku, Nusa Tenggara Timur (NTT), Aceh, dan
Riau. Konflik di wilayah-wilayah ini umumnya dipicu oleh ekspansi perusahaan perkebunan dan
pertambangan, tumpang tindih kepemilikan lahan, serta kurangnya pengakuan terhadap hak ulayat
masyarakat adat. Faktor lain yang turut mempengaruhi terjadinya sengketa adalah lemahnya penegakan
hukum dan perbedaan interpretasi regulasi terkait kepemilikan tanah antara masyarakat adat dan
pemerintah. Selain itu, kebijakan pembangunan yang berorientasi pada investasi sering Kkali
mengesampingkan hak-hak tradisional masyarakat setempat, yang pada akhirnya memperburuk
ketegangan antara pihak-pihak yang berkepentingan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meredam
konflik ini, termasuk mediasi antara masyarakat adat dan pihak perusahaan, serta intervensi dari
lembaga hukum dan organisasi non-pemerintah. Meskipun demikian, penyelesaian sengketa tanah adat
masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal harmonisasi kebijakan antara hukum adat

dan sistem hukum nasional.

Selain itu, tren jumlah kasus sengketa tanah adat dari tahun 2018 hingga 2023 disajikan dalam tabel 4.
Data yang tercantum dalam tabel tersebut mencerminkan dinamika konflik agraria yang terjadi di
berbagai wilayah dengan tingkat eskalasi yang bervariasi setiap tahunnya. Informasi dalam tabel
diperoleh dari berbagai sumber, termasuk laporan organisasi masyarakat sipil, data pemerintah, serta
kajian akademik yang mengkaji permasalahan pertanahan di Indonesia. Selain menunjukkan jumlah
kasus dari tahun ke tahun, tabel ini jJuga memberikan gambaran mengenai pola persebaran konflik serta
faktor-faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan sengketa tanah adat. Dengan melihat tren dalam
tabel, dapat dianalisis bagaimana perkembangan regulasi dan kebijakan agraria berpengaruh terhadap
hak kepemilikan tanah masyarakat adat. Analisis lebih lanjut terhadap data tersebut dapat membantu
dalam mengidentifikasi daerah dengan tingkat konflik tertinggi serta faktor dominan yang menyebabkan

meningkatnya kasus sengketa tanah adat.
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Tabel 4. Tren Kasus Sengketa Tanah Adat di Indonesia 2018-2023

Tahun Jurp;erl]gs ?g:teta W'.Il?e yrall(f;r)]/:ng Pihak yang Terlibat
2018 120 kasus Sumatera, Kalimantan | Perusahaan sawit, pemerintah daerah
2019 145 kasus Papua, Sulawesi Perusahaan tambang, kehutanan
2020 170 kasus Jawa, Sumatera Developer perumahan, BPN
2021 190 kasus Kalimantan, NTT Investor asing, korporasi lokal
2022 210 kasus Papua, Maluku Pemerintah, pemodal
2023 230 kasus Aceh, Riau, Papua Perusahaan energi, pemerintah

Berdasarkan data pada tabel 4, jumlah kasus sengketa tanah adat meningkat signifikan dalam lima tahun
terakhir. Pada tahun 2018, tercatat 120 kasus, dan angka ini terus meningkat hingga mencapai 230 kasus
pada tahun 2023. Peningkatan jumlah sengketa ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara
perlindungan hak ulayat masyarakat adat dan ekspansi penggunaan lahan untuk kepentingan industri
serta pembangunan infrastruktur. Faktor utama yang mendorong eskalasi konflik meliputi tumpang
tindih kepemilikan lahan, lemahnya implementasi kebijakan perlindungan hak tanah adat, serta
meningkatnya aktivitas investasi di sektor perkebunan dan pertambangan. Selain itu, kurangnya
mekanisme penyelesaian yang efektif sering kali menyebabkan sengketa tanah adat berlarut-larut tanpa
solusi yang jelas. Dalam beberapa kasus, keterlibatan pihak eksternal yang memiliki kepentingan
ekonomi semakin memperumit upaya penyelesaian konflik, sehingga memunculkan tantangan baru bagi

masyarakat adat dalam mempertahankan hak mereka atas tanah ulayat.

Selain itu, perbandingan waktu penyelesaian sengketa antara mekanisme hukum adat dan litigasi
nasional ditunjukkan dalam Gambar 2. Diagram ini memberikan gambaran mengenai perbedaan
signifikan dalam durasi penyelesaian konflik tanah antara kedua sistem hukum tersebut. Data yang
digunakan dalam gambar ini diperoleh dari berbagai studi kasus yang mengkaji efektivitas penyelesaian
sengketa di berbagai wilayah dengan latar belakang hukum yang berbeda. Faktor-faktor yang
memengaruhi perbedaan durasi ini mencakup kompleksitas prosedur hukum, jumlah pihak yang terlibat,
serta tingkat birokrasi dalam masing-masing mekanisme penyelesaian. Selain menunjukkan perbedaan
waktu, gambar ini juga dapat digunakan untuk menganalisis aspek-aspek lain yang berkaitan dengan
efisiensi penyelesaian sengketa, seperti tingkat kepuasan para pihak yang bersengketa dan keberlanjutan
keputusan yang dihasilkan. Dengan memahami perbandingan ini, dapat dilakukan evaluasi lebih lanjut

terhadap efektivitas mekanisme hukum adat dan litigasi nasional dalam menangani konflik pertanahan.
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Gambar 2. Perbandingan Waktu Penyelesaian Sengketa Tanah Adat vs. Litigasi Nasional

Dari diagram tersebut, penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat cenderung lebih cepat, dengan
durasi penyelesaian rata-rata 1 hingga 6 bulan. Kecepatan ini disebabkan oleh pendekatan musyawarah
yang lebih fleksibel dan tidak terikat oleh prosedur administratif yang kompleks. Sebaliknya, litigasi
nasional membutuhkan waktu bertahun-tahun karena proses hukum yang panjang, mulai dari pengadilan
tingkat pertama hingga Mahkamah Agung. Setiap tahap dalam sistem peradilan nasional melibatkan
berbagai proses formal, termasuk pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, serta kemungkinan adanya
banding atau kasasi yang semakin memperpanjang waktu penyelesaian. Selain itu, keterlibatan berbagai
lembaga negara dalam proses litigasi sering kali memperlambat jalannya perkara, terutama ketika terjadi
tumpang tindih kewenangan antara institusi yang berwenang. Dalam beberapa kasus, sengketa yang
diselesaikan melalui jalur litigasi juga menghadapi kendala dalam implementasi keputusan, sehingga

memperpanjang penyelesaian secara keseluruhan.
B. Hasil Berdasarkan Tujuan Penelitian

Hasil penelitian ini dikategorikan berdasarkan tujuan utama penelitian yang mencakup efektivitas
mekanisme hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah. Proses musyawarah adat terbukti memiliki
efektivitas yang tinggi dalam menangani konflik, terutama karena pendekatan dialog yang digunakan
lebih berorientasi pada penyelesaian restoratif. Keputusan yang dihasilkan dalam mekanisme adat
cenderung berfokus pada pemulihan hubungan sosial di dalam komunitas, bukan hanya pada aspek legal
formal yang sering kali menjadi prioritas dalam sistem hukum nasional. Pendekatan ini memungkinkan
penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan mengurangi ketegangan yang dapat muncul akibat proses

hukum yang panjang dan kompleks. Selain itu, keberhasilan hukum adat dalam menyelesaikan konflik
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juga dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan masyarakat terhadap norma adat yang telah diwariskan secara

turun-temurun.

Perbandingan antara penyelesaian sengketa melalui hukum adat dan hukum nasional menunjukkan
adanya perbedaan mendasar dalam proses dan hasil yang dicapai. Hukum adat memiliki mekanisme
yang lebih fleksibel dan cepat karena tidak memerlukan tahapan administratif yang panjang seperti yang
terjadi dalam sistem peradilan nasional. Keputusan yang diambil dalam musyawarah adat juga lebih
adaptif terhadap konteks sosial dan budaya masyarakat setempat, sehingga lebih mudah diterima oleh
pihak yang bersengketa. Sebaliknya, hukum nasional cenderung mengedepankan aspek formal dan
prosedural yang sering kali mengabaikan kepentingan sosial komunitas adat. Hal ini menyebabkan
ketidakpuasan di tingkat masyarakat karena penyelesaian yang dihasilkan tidak selalu mencerminkan
keadilan menurut perspektif lokal. Dalam beberapa kasus, sengketa tanah yang dibawa ke pengadilan

nasional justru semakin berlarut-larut dan memperburuk hubungan sosial antara pihak yang bersengketa.

Implementasi hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah masih menghadapi berbagai tantangan,
terutama terkait dengan pengakuan dan legitimasi dalam sistem hukum nasional. Tidak adanya standar
tertulis dalam hukum adat menyebabkan putusan yang dihasilkan sulit untuk diakui dalam sistem
peradilan negara, sehingga menghambat efektivitasnya dalam menyelesaikan konflik yang lebih luas.
Selain itu, intervensi pihak luar, termasuk perusahaan dan pemerintah, sering kali mengesampingkan
keputusan yang telah disepakati dalam musyawarah adat, yang pada akhirnya memperlemah otoritas
hukum adat di tingkat komunitas. Kurangnya dukungan regulasi yang mengakomodasi keberadaan
hukum adat juga menjadi hambatan dalam memastikan bahwa penyelesaian sengketa tanah dapat
berjalan dengan optimal. Upaya untuk memperkuat hukum adat dalam sistem hukum nasional perlu
mempertimbangkan aspek harmonisasi regulasi serta peningkatan dokumentasi hukum adat agar lebih
dapat diterima dalam mekanisme penyelesaian sengketa formal. Tabel 5 merangkum faktor-faktor yang
mempengaruhi efektivitas hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah serta tantangan utama yang

dihadapi dalam implementasinya.

Tabel 5. Faktor Pendukung dan Hambatan dalam Implementasi Hukum Adat dalam Penyelesaian

Sengketa Tanah
Faktor Pendukung Hambatan
Ir\élsutz);zmarah adat yang berbasis dialog dan Tidak adanya standar tertulis dalam hukum adat
Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap norma adat | Intervensi pihak luar seperti perusahaan dan
yang tinggi pemerintah
Fleksibilitas mekanisme hukum adat dalam Kurangnya dukungan regulasi yang
menyesuaikan dengan kondisi sosial mengakomodasi hukum adat

C. Hasil Uji Statistik atau Analisis Data

Untuk mendukung hasil penelitian, analisis data dilakukan dengan metode deskriptif dan komparatif

yang bertujuan untuk memahami efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa tanah adat dibandingkan
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dengan litigasi nasional. Analisis ini mencakup beberapa aspek utama, termasuk tingkat keberhasilan
penyelesaian, durasi waktu yang dibutuhkan, serta dampak sosial terhadap komunitas yang terlibat
dalam sengketa. Berdasarkan data yang diperoleh, dari 100 kasus yang diteliti, sebanyak 75% berhasil
diselesaikan melalui mekanisme adat, sementara hanya 30% kasus yang mencapai penyelesaian melalui
litigasi nasional. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis musyawarah adat memiliki
kecenderungan lebih efektif dalam menyelesaikan konflik dibandingkan proses hukum formal yang
lebih kompleks dan berbelit-belit. Selain itu, faktor kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum
adat turut memengaruhi keberhasilan penyelesaian sengketa, karena keputusan yang diambil lebih

selaras dengan nilai dan norma komunitas setempat.

Selain tingkat keberhasilan, waktu penyelesaian sengketa juga menjadi faktor yang dianalisis untuk
memahami perbedaan antara kedua mekanisme hukum tersebut. Rata-rata durasi penyelesaian melalui
hukum adat adalah sekitar 4 bulan, jauh lebih singkat dibandingkan litigasi nasional yang membutuhkan
waktu antara 3 hingga 5 tahun. Perbedaan signifikan ini disebabkan oleh fleksibilitas hukum adat yang
tidak terikat pada prosedur administratif yang kompleks, sehingga memungkinkan proses musyawarah
berlangsung lebih cepat. Sebaliknya, litigasi nasional harus melalui berbagai tahapan hukum, termasuk
persidangan di berbagai tingkat pengadilan, yang sering kali memperpanjang waktu penyelesaian.
Proses hukum yang panjang ini juga berdampak pada biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak yang
bersengketa, di mana penyelesaian melalui hukum adat umumnya lebih terjangkau dibandingkan dengan

litigasi nasional.

Dampak sosial dari kedua mekanisme penyelesaian sengketa juga dianalisis untuk memahami
bagaimana masing-masing sistem hukum memengaruhi komunitas yang terlibat dalam konflik
pertanahan. Berdasarkan data yang diperoleh, komunitas yang menyelesaikan sengketa melalui hukum
adat menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi, yaitu sebesar 85%, dibandingkan dengan mereka
yang menyelesaikan sengketa melalui litigasi nasional, yang hanya mencapai 40%. Tingginya kepuasan
dalam penyelesaian berbasis hukum adat berkaitan dengan sifat musyawarah yang lebih inklusif serta
solusi yang lebih mengakomodasi kepentingan semua pihak. Di sisi lain, proses litigasi nasional sering
kali menimbulkan ketidakpuasan karena sifatnya yang lebih kaku dan tidak selalu memperhitungkan
aspek sosial serta budaya masyarakat adat. Selain itu, keputusan yang diambil dalam litigasi nasional
lebih berorientasi pada aspek legal formal, yang dalam beberapa kasus kurang mencerminkan rasa

keadilan bagi komunitas yang bersengketa.
D. Hasil Utama yang Signifikan

Berdasarkan hasil yang diperoleh, penelitian ini mengungkap bahwa mekanisme hukum adat memiliki
keunggulan dalam kecepatan dan efektivitas penyelesaian sengketa tanah dibandingkan dengan litigasi
nasional yang cenderung memakan waktu lebih lama. Selain itu, hukum adat lebih mempertimbangkan
aspek sosial dan kultural dalam menangani konflik, sehingga solusi yang dihasilkan lebih sesuai dengan

nilai-nilai komunitas setempat, berbeda dengan hukum nasional yang berorientasi pada prosedur legal-
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formal. Meskipun demikian, implementasi hukum adat masih menghadapi berbagai kendala, terutama
terkait dengan kurangnya pengakuan dalam sistem hukum nasional yang menyebabkan putusan adat
sulit diakui secara resmi. Selain itu, intervensi pihak luar, seperti perusahaan dan pemerintah, sering kali
memengaruhi proses penyelesaian sengketa, sehingga mengurangi efektivitas mekanisme adat dalam
mempertahankan hak-hak masyarakat. Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan kebijakan yang
lebih inklusif yang memungkinkan keputusan hukum adat memiliki legitimasi lebih kuat dalam sistem
hukum nasional agar menciptakan keseimbangan dalam penyelesaian konflik agraria. Dengan
memperkuat sinergi antara hukum adat dan hukum nasional, sistem penyelesaian sengketa tanah di
Indonesia dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat adat serta lebih mampu menjaga
keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Discussion

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum adat masih memainkan peran penting dalam
penyelesaian sengketa tanah di masyarakat hukum adat di Indonesia. Berdasarkan data yang
dikumpulkan, sebanyak 75% kasus sengketa tanah di komunitas adat berhasil diselesaikan melalui
mekanisme adat, sementara hanya 30% kasus yang mencapai penyelesaian melalui litigasi nasional.
Temuan ini menegaskan bahwa hukum adat tetap menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas
sosial dan menyelesaikan konflik tanah dalam komunitas, meskipun belum sepenuhnya diakui dalam
sistem hukum nasional. Selain itu, rata-rata durasi penyelesaian sengketa melalui hukum adat lebih
singkat dibandingkan dengan litigasi nasional, yaitu sekitar 4 bulan dibandingkan dengan 3 hingga 5
tahun dalam sistem peradilan formal. Kecepatan penyelesaian ini dikarenakan hukum adat tidak terikat
pada prosedur administratif yang kompleks serta lebih mengutamakan musyawarah dan konsensus antar
pihak yang bersengketa. Namun, meskipun mekanisme adat lebih efektif dalam aspek waktu dan tingkat
keberhasilan penyelesaian, penelitian ini juga menemukan bahwa masih terdapat berbagai tantangan
dalam implementasinya. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pengakuan formal terhadap hukum
adat dalam sistem hukum nasional, sehingga keputusan yang dihasilkan dalam musyawarah adat sering
kali tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat di mata negara. Selain itu, intervensi pihak luar,
seperti perusahaan dan pemerintah, sering kali mengesampingkan keputusan yang telah disepakati
dalam musyawarah adat, yang pada akhirnya melemahkan otoritas hukum adat dalam penyelesaian

sengketa tanah.

Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan hasil studi olenh (Dahwal & Fernando, 2024), yang
menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian berbasis hukum adat lebih efektif dalam menjaga
harmoni sosial dibandingkan dengan proses litigasi formal. Studi oleh (Pratiwi et al., 2024) juga
mendukung hasil penelitian ini dengan menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui hukum adat
lebih cepat dibandingkan dengan peradilan nasional, yang sering kali memakan waktu bertahun-tahun.
Selain itu, penelitian oleh (Petrova, 2022) menemukan bahwa masyarakat yang memiliki lembaga adat

yang kuat cenderung memiliki tingkat konflik tanah yang lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat
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yang bergantung pada sistem peradilan formal. Namun, hasil penelitian ini juga menunjukkan beberapa
perbedaan dengan studi sebelumnya. Misalnya, penelitian oleh (McCarthy et al., 2022) menyoroti
bahwa Indonesia masih tertinggal dalam mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum nasional
dibandingkan dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara. Berbeda dengan temuan tersebut,
penelitian ini menemukan bahwa meskipun pengakuan hukum adat dalam regulasi nasional masih
terbatas, masyarakat adat tetap lebih memilih mekanisme adat karena dianggap lebih adil dan relevan
dengan nilai-nilai budaya lokal. Perbedaan lain ditemukan dalam penelitian oleh (Kumar & Heidemann,
2022), yang menunjukkan bahwa negara-negara dengan sistem hukum hybrid lebih berhasil dalam
mengakomodasi peran hukum adat dalam sistem hukum nasional. Hasil penelitian ini mengindikasikan
bahwa di Indonesia, masih terdapat kesenjangan antara hukum adat dan hukum nasional, yang
menyebabkan banyak kasus sengketa tanah adat tidak dapat terselesaikan dengan baik dalam sistem

hukum formal.

Salah satu temuan yang tidak sesuai dengan ekspektasi adalah bahwa meskipun hukum adat terbukti
lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa tanah, sebagian masyarakat adat tetap memilih untuk
membawa kasus mereka ke jalur litigasi nasional. Hal ini berbeda dengan hipotesis awal yang
menyatakan bahwa masyarakat adat akan lebih cenderung menggunakan mekanisme adat dalam
menyelesaikan konflik. Salah satu alasan yang mungkin menjelaskan fenomena ini adalah adanya
persepsi bahwa putusan pengadilan memiliki legitimasi yang lebih kuat dibandingkan dengan keputusan
adat, terutama dalam kasus yang melibatkan pihak eksternal seperti pemerintah atau perusahaan. Selain
itu, penelitian ini menemukan bahwa beberapa komunitas adat menghadapi kendala dalam menegakkan
keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah adat karena kurangnya dukungan dari otoritas negara.
Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa dalam beberapa kasus, keputusan yang dihasilkan melalui
mekanisme adat justru menyebabkan konflik lanjutan di antara komunitas yang bersengketa. Studi oleh
(Gomez-Betancur et al., 2022) menunjukkan bahwa dalam beberapa sistem hukum adat, keputusan
sering kali lebih menguntungkan kelompok dengan kekuatan sosial atau politik yang lebih dominan
dalam komunitas, yang dapat menyebabkan ketidakpuasan dari pihak yang merasa dirugikan. Temuan
ini juga tercermin dalam penelitian ini, di mana beberapa responden menyatakan bahwa keputusan yang
diambil dalam musyawarah adat tidak selalu mencerminkan kepentingan semua pihak yang terlibat

dalam sengketa.

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi terhadap pemahaman mengenai bagaimana hukum adat dapat
berfungsi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efektif dibandingkan dengan litigasi
nasional. Temuan ini mendukung teori bahwa sistem hukum yang bersifat pluralistik lebih mampu
mengakomodasi keberagaman mekanisme penyelesaian sengketa dibandingkan dengan sistem hukum
yang terlalu berorientasi pada prosedur formal. Selain itu, hasil penelitian ini menegaskan bahwa hukum
adat memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dalam menyesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya

masyarakat, sehingga lebih efektif dalam mengatasi konflik yang terjadi di tingkat komunitas. Secara
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praktis, penelitian ini menyoroti perlunya reformasi kebijakan untuk meningkatkan pengakuan terhadap
hukum adat dalam sistem hukum nasional. Salah satu rekomendasi utama adalah penguatan regulasi
yang memungkinkan keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah adat memiliki kekuatan hukum
yang lebih mengikat. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat mekanisme koordinasi antara lembaga
adat dan institusi hukum negara untuk memastikan bahwa penyelesaian sengketa tanah dapat berjalan
dengan lebih efektif. Edukasi mengenai hak-hak masyarakat adat dalam sistem agraria nasional juga
perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik
mengenai opsi penyelesaian sengketa yang tersedia bagi mereka.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan agar hasilnya dapat dievaluasi
secara lebih objektif. Salah satu keterbatasan utama adalah cakupan penelitian yang masih terbatas pada
beberapa komunitas adat di wilayah tertentu, sehingga belum dapat merepresentasikan keberagaman
hukum adat yang ada di seluruh Indonesia. Perbedaan dalam sistem hukum adat antarwilayah berpotensi
memengaruhi kesimpulan yang ditarik dari penelitian ini, terutama dalam hal penerapan dan efektivitas
hukum adat dalam menyelesaikan sengketa tanah. Selain itu, jumlah sampel yang digunakan dalam
penelitian ini masih terbatas, yang dapat berpengaruh terhadap tingkat generalisasi temuan terhadap
populasi masyarakat adat secara lebih luas. Dengan jumlah sampel yang lebih kecil, ada kemungkinan
bahwa variasi dalam implementasi hukum adat belum sepenuhnya terwakili, sehingga diperlukan
penelitian lebih lanjut dengan cakupan yang lebih besar. Selain itu, penelitian ini lebih berfokus pada
perbandingan antara hukum adat dan sistem litigasi nasional, sehingga belum secara mendalam
mengeksplorasi faktor sosial dan ekonomi yang turut berperan dalam efektivitas penyelesaian sengketa

tanah dalam konteks hukum adat.

Berdasarkan keterbatasan yang telah diidentifikasi, penelitian di masa depan dapat memperluas cakupan
geografis agar dapat menangkap variasi dalam penerapan hukum adat di berbagai komunitas adat di
Indonesia. Studi yang mencakup lebih banyak wilayah akan memungkinkan pemetaan yang lebih akurat
mengenai bagaimana hukum adat diterapkan dalam konteks sosial dan budaya yang berbeda. Selain itu,
penelitian selanjutnya dapat lebih mendalam dalam meneliti bagaimana hukum adat dapat diintegrasikan
ke dalam sistem hukum nasional tanpa menghilangkan fleksibilitas dan nilai budaya yang menjadi ciri
khasnya. Proses integrasi ini memerlukan pendekatan yang seimbang agar hukum adat tetap relevan di
tengah perkembangan sistem hukum modern tanpa kehilangan esensi tradisionalnya. Penelitian lebih
lanjut juga dapat mengeksplorasi peran teknologi dalam mendokumentasikan dan memperkuat
legitimasi hukum adat, misalnya melalui digitalisasi putusan adat dan penggunaan blockchain dalam
pencatatan hak tanah adat. Dengan adanya inovasi teknologi ini, diharapkan hukum adat dapat
memperoleh pengakuan yang lebih luas serta meningkatkan akurasi dan transparansi dalam proses
pencatatannya. Selain itu, studi mendatang dapat mengkaji lebih lanjut bagaimana faktor ekonomi dan
politik mempengaruhi efektivitas hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah, terutama dalam

kaitannya dengan kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tanah adat. Penelitian lanjutan
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juga dapat mengeksplorasi bagaimana kebijakan publik dapat dirancang untuk mendukung harmonisasi
antara hukum adat dan hukum nasional, sehingga tercipta sistem hukum yang lebih inklusif dan

berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

IV. CONCLUSION

Penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme hukum adat lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa
tanah dibandingkan dengan litigasi nasional, terutama dalam menjaga harmoni sosial di masyarakat
adat. Pendekatan berbasis musyawarah yang diterapkan dalam hukum adat memungkinkan penyelesaian
konflik yang lebih cepat, dengan rata-rata waktu penyelesaian sekitar 4 bulan, dibandingkan dengan
litigasi nasional yang memakan waktu hingga 3 hingga 5 tahun. Selain itu, tingkat keberhasilan
penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat mencapai 75%, menunjukkan bahwa masyarakat adat
lebih mempercayai sistem penyelesaian berbasis tradisi dibandingkan dengan proses hukum formal.
Keberhasilan hukum adat ini didukung oleh fleksibilitas mekanisme penyelesaian, tingginya kepatuhan
komunitas terhadap norma adat, serta pendekatan berbasis keadilan restoratif yang lebih inklusif.
Namun, meskipun hukum adat memiliki efektivitas yang tinggi dalam praktiknya, pengakuannya dalam
sistem hukum nasional masih terbatas. Ketiadaan regulasi yang memberikan legitimasi yang lebih kuat
terhadap keputusan yang diambil dalam musyawarah adat menjadi tantangan utama dalam implementasi
hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah. Selain itu, intervensi pihak eksternal seperti perusahaan
dan pemerintah sering kali menghambat pelaksanaan keputusan hukum adat, yang pada akhirnya
mengurangi efektivitasnya sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang berkelanjutan. Oleh karena
itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat sinergi antara hukum adat dan hukum nasional agar
penyelesaian sengketa tanah dapat dilakukan secara lebih adil dan berkelanjutan, dengan tetap

menghormati hak-hak masyarakat adat dalam sistem hukum yang lebih luas.

Berdasarkan temuan penelitian ini, studi di masa depan dapat memperdalam analisis mengenai
bagaimana hukum adat dapat lebih diakui dalam sistem hukum nasional tanpa menghilangkan
fleksibilitasnya. Penelitian lebih lanjut juga dapat mengeksplorasi pendekatan hukum hybrid yang
mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum adat dalam sistem hukum nasional guna menciptakan
mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih inklusif. Selain itu, diperlukan kajian mengenai peran
teknologi dalam mendokumentasikan dan memperkuat legitimasi hukum adat, seperti digitalisasi
putusan adat dan pemanfaatan blockchain untuk pencatatan hak tanah adat. Studi mendatang juga dapat
mengkaji lebih lanjut bagaimana kebijakan publik dapat dirancang untuk memperkuat perlindungan
hukum bagi masyarakat adat dalam menghadapi sengketa tanah, serta bagaimana koordinasi antara
lembaga adat dan pemerintah dapat ditingkatkan untuk memastikan implementasi hukum adat yang
lebih efektif. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif, diharapkan hukum adat dapat memiliki
peran yang lebih besar dalam menciptakan penyelesaian sengketa tanah yang adil, berkelanjutan, dan

berlandaskan pada nilai-nilai kearifan lokal.
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